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TAHUKAH ANDA?

Caraumum hitung PPhbagi UMKM £l el (0o g RV [p2{0) ke
bagi WP Orang Pribadi

Dikali Norma | e
Penghasilan Penghitungan Dikurangi Dikali tartf

Bruto Penghasilan PTKP progresif
Neto s.d.30%




TAHUKAH ANDA?

Caraumum hitung PPhbagi UMKM K== [VggieiV] [ o) &

bagi WP Badan

Tentukan
Penghasilan
Bersihdgn
Pembukuan

Hitung

penghasilan
kena pajak

Dikali tarif PPh

Badan 25%
atau Pasal31E

12,5%
(50% X 25 %)




TAHUKAH ANDA?

O =Nl (F[ale M =al o ETe[MELV/IG VR Sejak berlakunya PP 46tahun 2013
bagi WP Orang Pribadi & WP Badan

Dikali tarif 1%
bersifat FINA

Penghasilan
Bruto
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UMKM tulang punggung perkonomian

UMKM mendominasi perekonomian

A jumlah unit usaha(98,8%dari total unit usaha)
A tenaga kerja (96,99%dari total tenaga kerja)
A Produk Domestik Bruto (60,3%dari PDB)

Resiliensi, khususnya Usaha Mikro & Kecll usaha besar
Ketika usahabesar mulai melambat, usaha S N —
mikro-kecil cukup stabil (pertumbuhan PDB) i

2010 2011 2012 2013

Data Kementerian Koperasi& UKM: http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data -informasi/data -umkm/



Kontribusi Penerimaan dari UMKM

dPembayaranPPhUMKM (PPhFinal) pada
tahun 2017 berkontribusi sebesar 2.2%

terhadap total penerimaan PPhyang
dibayar sendiri oleh WP (WP Badan dan

WP OP) 6

PP 46/2013
* PPhyang dibayar terdiri dari PPhPasal25/29 WP OP dan Badan danPPhFinal PP 46




Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013 -2017

2.5

(Dalam Triliun Rupiah) 2. Meskipun kontribusinya relative kecil,
1.8 . .
1)5/ penerimaan PPhUMKM (PPhFinal)
menunjukkan tren peningkatan pada
periode 2013-2017.

Pembayaranoleh WP OPmenunjukkan
tren pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan pembayaran oleh WP Badan

2013 2014 2015 2016 2017

® PPh UMKM Badan PPh UMKM OP

* PPhFinal UMKMdiberlakukan sejak1 Juli 2013. Dengan demikian penerimaan Tahun 2013
hanya mencakup penerimaan selama 6 bulan.




Perkembangan Jumlah Pembayar 2013-2017

oAl WP Badan

25.3%
869 24.5%

132.1%

0
(Dalam Ribu) 615 19.9%
25.4%
401 16.8%
8%
205
176
165 130 163 13.9%
56
16.5%
2013 2014 2015 2016 2017

B WP Badan WP OP B Komposisi B Pertumbuhan



Sebaran Pembayaran PPh UMKM Tahun 2017

1. Jakarta
1.500,6M
®

5. Sumut
3330\ &K
: : s
6. Banten : }
- R, “w :
. ~
2. Jawa Barat @-----= :
775,6M ® ‘T @ 3. Jawa Timur
4. Jawa Tengah 764.8M

510,9M

7/ provinsi kontributor terbesar menyumbang 80% dari total
penerimaan PPhUMKMtahun 2017




Mendorong peran serta masyarakat
dalam kegiatanekonomiformal
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Memberi kesempatan berkontribusi bagi
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Pengetahuan tentang manfaat pajak
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@ Orang Pribadi

—‘— Jangkawaktu 7 tahun

Badan Usaha , berbentuk:
e PT,dengan jangka waktu 3 tahun

e CV, Firma, &Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung , sejak:
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku
WP Baru : Tahun Pajak terdaftar



WP TIDAK DIKENAI PP INI
— 0D

1 WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17

(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPPdan pada Tahun Pajak-
Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPhPasal 17)

WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh
Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010

BUT

CV atau Firma yang:
A dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki
keahlian khusus dan

A menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas

>~ WD




OBJEK PAJAK

Peredaranbruto Omzet ditotal dari

Penghasilan (omzet) setahun seluruh
dari USAHA* tidak melebihi gerai/outlet, baik
Rp 4,8Miliar pusat atau cabang

*USAHA antara lain usahadagang industri danjasa sepertimisalnyatoko/kios'los
kelontong, pakaian elektronik bengkel penjahit warung'rumah makan salon,dan
usahalainnya



PEREDARAN BRUTO TERTENTU
.\05

e

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari

__ tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan,
- yang ditentukan berdasarkankeseluruhan peredaran bruto dari

usaha termasuk peredaran bruto dari cabang

Dalam hal WP Orang Pribadi suami istri yang menghendaki
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
(PH) atau isterinya menghendaki memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
(MT) , peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan
penggabungan peredaran bruto usaha dari
suami dan isteri




BUKAN OBJEK /
i P\SR\‘M \

1
2
3
A

Penghasilandari jasasehubungan dengan Pekerjaan Bebas
Misalnya: dokter, advokat/pengacara akuntan, notaris,PPAT arsitek, pemain musik,
pembawa acara, dll

Penghasilandi Luar Negeri

Penghasilanyang dikenai PPh Final
Misal: sewarumah, jasa konstruksi, PPhusaha migas, dan lainnya yang
diatur berdasarkanPP

Penghasilan yang dikecualikan sebagal
objek pajak




Dipotong atau
Setor sendiri dipungut oleh
Pemotong atau

Pemungut *

WP mengajukan Surat Keteranganke KPP
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DAFTAR NPWP

(Jikabelum terdaftar)




